SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 145/E/O0/2013
TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA (S1)
MENJADI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK (S1)
PADA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa memperhatikan perubahan/pergeseran paradigma keilmuan
Administrasi Negara yang sudah menuju kepada pelayanan publik, perlu
perubahan nomenklatur program studi Administrasi Negara menjadi
Administrasi  Publik pada Universitas Lambung Mangkurat di
Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Perubahan Nama Program Studi Administrasi Negara (S-1)
menjadi Program Studi Administrasi Publik (S-1) pada Universitas
Lambung Mangkurat di Banjarmasin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



Memperhatikan

Menetapkan

10.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Kabinet Indonesia Bersatu Il sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2012;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010
tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas
Lambung Mangkurat di Banjarmasin Nomor 643/UNS.1.13/PP/2012 tanggal
09 Juli 2012;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI
NEGARA (S1) MENJADI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
(S1) PADA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Pasal 1

Mengubah nama program studi Administrasi Negara Program Pendidikan Sarjana (S-1) menjadi
Program Studi Administrasi Publik Program Pendidikan Sarjana (S-1) pada Universitas Lambung
Mangkurat di Bnjarmasin.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

ANB.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.

NIP. 19581201 198503 2 001



